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Penelition i menggunakan desain studi kosus  vang twjeaninya wisuk mangetibng hagnimong
pengelolaan kewangan dacrah Provinsi Jombi Khususiya belangs modnl opakah teloh sesuai dengan
Peratumin Pemerintah Momor 58 Tahun 2006 temang Pengelolnan Keuangan Dacrah. Data vang digenakan
adaloh data primer yang dipereleh langsung dari responden melalui proses wawanears dan fanva jawab
chimam vinge mesgadi sumber respondennya adalal Kepala don Staf’ Bagian Keuangan, Kepala dan Sl

| Bagian Akuniansi dan Pelapormn. Dota vang dikumpulkan berupa data koantaant das ualigl dimann
peielis fangsong melakukan observasi lapangan guna mendapatkon data fersebut, Poda perlakuannya
el Model Tanab, Peratatan din mesin teld sesuai dengan Peraturan Pemerintah Momor 38 Taban
2006 karena biaya-binya yang mengikuti fou vang dikeluorkan  padasaat peroledian assel tersebul telah
meenjadi penambah perolehan nilai asset, ini dapal tedilar dori tidek adonve pemizahon percatatan dan
penurnaban, sedingkan Belanja Modiol Boapgunan dan Gedung sera Belanja Modal Jalan belum sesuni
dengan Peraturan Pemerintah Momoer 38 Tahun 2008 karens bipvasbiays vang dikeluarkan sclaima
perolehin tidak menjidi perembah nilad assel dam ind terlihat dari adanva pemisaban pencalatan don
penjurnalan, karena diawal pengangparonnya Bava vang mengikeii perolehan osset berupa biaya
perencanazn dan pengawasan felah dimasukkan kedilom belonjs Barang dan Jasa bukan merupakan bangziiin
duri belanjn maodal, sehimzen dopnt disimpulkan bahwa masih rerdapat penyvimpangan dan kesalahan dalam
pengelolzan Belanja Medal Bangunan dan Gedung serta Belanjs Modal Tolon vang songat mempengarihi
penyiiin bnporas kenangan pada alg ampgemn
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BABR I

PENDAIIULLUAN

1.1 Latar Belakang Muasalah

Lembaga pemeriptahan mempuonyval  Wwjvan  utama  pemberian
pelavanan umum (Publik Service) seperi @ Pendidikan. Kesehatan Masyarakat,
Keamanan, Penegakan Hukum, Transportasi Publik, Penyvediaan Pangan dan lain-
lain wntuk kesejahieraan masvarskat dan meningkatkan jasa don layanan umuem
terschut dimasa yang akan datang, Perusahasn swasta alau organisasi komersial
nertujean untuk mendapatkan laba semaksimal mungkin (Profit Motive) sesuai
besarnya pengorhanan vang dikelvarkan, hal inilah yang menjadi perbedasan
diantara keduanva.

Lembaga pemeriniahan pun memiliki tuuan yang bessilut Finansial,
akan tetapi hal tersebol berbeda dengan perusahaan swasta komersial ummnya.
Lisaha pemerintshan untuk meningkatkan pemerimaan Megara, peningkatan laba
pada perusahaan-perusalaan milik Negara atau milik Dacrah {BLUMN/BLUMIY),
upaya pemernintzhen doerah untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD)
merupakan contoh adanya lujuan nansial pada organisasi pemerintahan.

Dalam mengambil keputusan, lembaga pemerintaban membutubkan
suain informasi wniek mengelola segala aktivites didalamnyva. informasi yvang
dipeeoleh terscbut dilakukan melalui sebuah proses akuntansi. dimana Laporan
kevangan scbagai hasil akhir dar proses tersebut veng meropakan salah satu
sumber informasi vang depat digunokon oleh fembapa pemerintaban sebagai

pedoman lengkah apa yang akan diambil untuk lehib menngkatkan hasil yang



telah dicapai. Dalam pelaksanaannya perlu dibentuk akuntansi wersendiri sebapai
aktivitas IeL:r'anH.n yang berfungsi untuk menvediakan informasi dalam rangka
pengelolaan kevangan negara vang dilakukan olch pemerintaly.

Akuntansi pemerintahan memiliki tiga tujuan utama vaite sebapai
sarana pertanggungjawaban, manajerial dan schagai pengawasan, Sama halnya
dengan akuntansi untuk organisasi vang bertujuan mencari laba. dalam lembaga
pemerintah transaksi keuangan juga merupakan baban olahan akumians: uniuk
meneghasilkan informasi keuangan. Informasi ini disajikan dalam bentok alat
komunikasi dan pertanggungjawaban pengelolaan organisasi kepada pihak-pihak
vong membutahkan informasi terschut.

Tahun 2007 ini semua laporan kevanpan yang disajikon seluruh
mstansi pemerinial baik pusat maupun daerah harus mengace pada Standar
Akuntanst Permerimtah (SAP) untuk mewwjedkan suviainghle Governerice vaitu
pemerintahan yang terbentuk dengan perpadean konsep 10 (Intelligent Quatient),
EQ (Ematione] Quatient), 50 (Spintual Quatient)  yang lebih menjanjikan
dibanding sekadar pood atu exellent povermance. Pencrapan standar Akuntansi
Pemerintah {SAP) ini secara bertahap mulai disosialisasikan pada selurub instansi
pemerintah vang ada scjak dikcluarkannva Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun
2003,

Selama ini seluruh instansi pemerintab vang ada belum menpgunakan
Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). sehingea penyvajian laporan keuangannya
tidak sempurna schingga berdampak  tidak  terwujudnyva  akuentabilitas  dan

transparansi karena masing-masing instansi menyusun Japoman kevangannya



BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

3.1 Kesimpulan

Menurut hasil penelitian penulis tentang pengelolaan keuanpan
daerah Pemerintah Provinst Jambi Khususnya Belanja Modal yang terdin darn
Belanja Modal Tanah, Belama Modal Peralatan dan Mesin, Belanja Modal
Bangunan dan Gedung, Belanja Modal Jalan dapat ditarik kesimpulan bahwa
Pemerintah Provinsi Jambi dalam penyelenggaraan kegiatan pemerintahannya
diatur dalam Peraturan Dacrah Provinst Jambi Nomor 2 Tahun 2009 tentang
Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Gubernur Jambi
Nomaor 10 Tahun 2009 tentang Sistemn dan Prosedur Pengeloloan Keuangan
Daerah Provinst Jambi secara keseluruban pengelolaan helanja modal pada
Pemerintah Provinsi Jambi lelah seswai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58
Tahun 2006 tefapi masih terdapat penyimpangan dan kesalaban yang harus
dikoreksi ulang,

Pengelolaan Belanja Modal Tanah. Peralatan dan Mesin pada
pemerintah Provinst Jambi telah sesum dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58
Tahun 2006 tentang Penpgelolaan Kewangan Dacrah yaitue dimana biaya-biava
vang mengikuli ataw vang dikeluarkan seperti biaya Kirim, biaya konsultan, biaya
pasang, biava perencanaan dan biaya penpawasan pada saat perolehan asset
tersebut telah menjadi penambah perolchan nilal Asset. ini dapat terlihat dan tidak

adanya pemisahan pencatatan dan penjumalan, Sedangkan  Belanga  Modal
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